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lr : tNlcrumoang : bahwa untuk menjamin administrasi kew-ilayahan,

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap

iuas wilayah suatu desa yang memeRuhi aspck teknis

dan aspek yuridis di Kabupaten Natuna, Pemerintah

Kabupaten lilatuna melaksanakan kegia-r-an

Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah yang

pelaksanaannya dilakukan secara trer'rahap di semua

Kecamatan di Kabupaten Natuna;

bahwa berdasarkan hasii pelaksanaan icegiatan

Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

2Ol8 di Desa Seluan Barat terdapat perbedaan Luas

Wilayah Desa Seluan Barat dengan yang ditetapkan

pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2OOE tentang

Pembentrrkan Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran

Utara;

b.
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C. bahwa berciasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan
n-t---,- n----L f7-- ,- n--,- f fL-,--lJcsa DcILtaII lfaraL Is.ccaIIIaLaII Dullg,uralt uLara.

Pasai 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik

Indonesia tahun 1945;

rf^A^^^ rf^A^^^ l\r^*^- F.e /T^L,,- l l.rl.ro +^5+^^^\,rrrLfA.rl.E-\,rfr\fA.rr6 lltrtlL\Jl. rJ\) t d-IltIlI Laa) LgrILA.rrS

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Huiu, Kabupaten Rokan Hiiir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuanian Singingi eian Koia Batam (i,embaran liiegara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lem'naran i.iegara Repubiik incionesia iriomor 39O2i

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Unciang-Un<iang Nomor 34 Tahun 2OOE ieniang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor ,53
HIi,Afa,lanun LYYY [entang remDenfuKzln raaDupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hiiir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran l{egara Repubiik incionesia Tahun 2008

Nomor LA7, Tambahan Lembaran Negara Republik

incionesia i.iomor 4880) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4Ca,7\-

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang

Perim'oangan Keuangan An'r-ara Pemerintah Pusa'r- dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Y I ' h I  nn ' rr a ' I 1 'em'oarantnoonesta tanun zvv* l\orrtor LZo, LarnDarlan L,

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Mengingat :

r'l
2.

1.

3.

4.
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7.

D. Un<iang-Unciang i'[omor i2 Tahun 2Oi1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lem'oaran iriegara Repubiik indonesia Tahun 2}ii
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
r.- -1 -.- - -:- lt-.-- -." Fi^41 - -1- - -.-: / ^1^1- -1 :--t--llrruurresra l\urrror JZJ+) seDaBatrnalra Leiaii uruiJair

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
n-.---1- -I- - .- A r - - lY.- -l- -- -- rr-- -l- -- -- lY- --- --- 1n m-1----- nn l IrcruLraltalt ALas ulruii.Irg-urtuii.rtg ITUIIIOI Lz L'dtLLItt zv I L

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (

T - .--1--.=-.- rr n-.-__1_1:1 r.__1 _.___:_ 6_1___.- nntn f,r__-___-IfIIIL'araII r\Cgiira I(cpuuuK III(IoIICSIa I aIIurI zu LY I\oIItor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
lr______- /an6\-l\()rrr()r o.J:ror;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(i.em'oaran Negara Repubiik indorresia Tahun 2A14

Nomor 7, Tambahan l,embaran Negara Republik

indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

fclqh rlir rhalr hehcrqnqlrqli fcrqk.hir dcnoqn f Indqno-Lvi <iuiii v iiuqiiE

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Unciang-Undang i.iomor 23 Tahun 2Ai4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

incionesia Tahun 2Oi5 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah iriomor 43 Tahun 2Oi4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2OL4 tentang Desa (Lembaran lriegara Repubiik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor L23, Tartbahan Lembaran

Negara Repu'oiik incionesia Nomor 5539i;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang

I':::g:1c1aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

6-

9.
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10.

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tarrrbahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20ll Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

tentang Pedoman Penetapan dan Penegas€rn Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol7

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun

2008 tentang Pembentukan Desa Seluan Barat

Kecamatan Bunguran Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2OO8 Nomor 4);

11.

t2.

13.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII.AN RAKTAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
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KECAMATAN BUNGURAN UTARA.

n- ^.-1 rrasan I

Ketentuan Fasai 3 daiarn Feraluran Dacrah Kabupaten i.ialuna

Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Desa Seluan Barat

Kecamaian Bunguran Uiara (Lem'oaran Daerah Kabupaien

Natuna Tahun 2OO8 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

Pasai 3

Desa Seiuan Barat ierbentuk ciari pemekaran ciesa Keiarik

Barat Kecamatan Bunguran Utara atas prakarsa

masyarakai ciengan memperhaiikan asai usui desa sesuai

dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Luas wiiayah Desa Seiuan Barat adaiah + 300,672 Ha

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sei:eiah U'uara'oer'oa'ras dengan Laut l.iaiuna U'rara;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kelarik Barat;

- Sebelah Barat berbatas dengan Laut Natuna Utara;

- Se'oeiatr Tiriiur berbaias tierigaii Desa Keiarik Ba.rat

Peta Wiiayah Desa Seluan Barat sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan ini.

ivienetapkan i

(ii

(2i

(3)
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NOMOR REGISTER PERATURAN

KEPULAU-AN RIAU: 50,05 / 2otg

Pasal iI

Perah.rran Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rrrernerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini ciengan penempatannya

dalarn krrrbaran Daerah Kabupaten Naturra.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal at Desou&er VSl9

DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
a

7Diundangkan di Ranai

pada tanggal s DeseauSer Z)D

SEKRETARIS DAERAH

i<aBUPeMN NATUNA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 5I


